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ABSTRAK 
 

Penelitian ini berjudul “Tata kelola bidang kepegawaian pada 

Perguruan Tinggi Negeri badan hukum dalam perspektif Pendidikan 

Kewarganegaraan” (Studi kasus di Universitas Pendidikan 

Indonesia/UPI), bertujuan untuk menemukan formulasi sistem 

pengelolaan pegawai dan sistem tunjangan kinerja. Alasan 

dilaksanakannya penelitian ini karena pelaksanaan otonomi 

Perguruan Tinggi Negeri badan hukum (PTNbh) di UPI, khususnya 

di bidang kepegawaian dipandang bermasalah dan menimbulkan rasa 

ketidakadilan bagi Tenaga Kependidikan. Metode penelitian yang 

dilakukan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, dan 

yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan: sistem pengelolaan 

pegawai di UPI menerapkan multi sistem kepegawaian dengan 

disparitas hukum kepegawaian yang dirasakan diskriminatif dalam 

penegakkannya, dan telah menimbulkan ketidakadilan bagi tenaga 

kependidikan karena terabaikannya hak-hak kepegawaian baik dalam 

aspek pengembangan karir dan aspek finansial antara lain sistem 

Tunjangan Kinerja yang tidak sesuai dengan aturan. Hal ini 

disebabkan, selain oleh sikap Pemerintah terhadap PTNbh yang 

dianggapnya sudah mandiri, juga lemahnya regulasi sistem 

kelembagaan dan kepegawaian di PTNbh. Oleh karena itu perlu 

memulihkan hak-hak pegawai di PTNbh dengan membuat Undang-

Undang PTNbh yang mewadahi, menaungi dan melingkupi semua 

aspek dari pengembangan PTNbh yang membawa dampak strategis 

guna memberikan jaminan, perlindungan, perlakuan hukum yang 

adil, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama bagi Tenaga 

Kependidikan sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai warga 

negara. 

 

Kata Kunci: Perguruan Tinggi Negeri badan hukum, sistem 

pengelolaan pegawai, Undang-Undang PTNbh. 
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ABSTRACT 

 

This study entitled "Management of the field of civil service at a legal 

entity State Universities in the perspective of Citizenship Education" 

(a case study at the Indonesian Education University/UPI), aims to 

find the formulation of the employee management system and 

performance allowance system. The reason for carrying out this 

research is because the implementation of the autonomy of legal 

entity State Universities (PTNbh) at UPI, especially in the field of 

personnel is seen as problematic and creates a sense of injustice for 

Education Personnel. The research method used is a case study with a 

qualitative approach and normative juridical. The results show: the 

employee management system at UPI implements multiple 

employment systems with disparities in employment law which is 

perceived as discriminatory in its enforcement, and has caused 

injustice to educational staff due to neglect of employment rights 

both in career development and financial aspects, including the 

Performance Allowance system that not according to the rules. This 

is due, apart from the Government's attitude towards PTNbh which it 

considers to be independent, as well as the weak regulation of the 

institutional and staffing system at PTNbh. Therefore, it is necessary 

to restore the rights of employees at PTNbh by enacting a PTNbh 

Law that accommodates, overshadows and covers all aspects of 

PTNbh development that have a strategic impact in order to provide 

guarantees, protection, fair legal treatment, legal certainty, and equal 

treatment for Education Personnel in accordance with their 

responsibilities as citizens. 

 

Keywords: legal entity State Universities, employee management 

system, PTNbh Law. 
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